
SALINAN 

 

 

BUPATI SOPPENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 

            NOMOR : 6 TAHUN 20235 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SOPPENG, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi norma dan kaidah dalam 

pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian dengan 

kebijakan anggaran perubahan daerah, maka perlu 

dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng  Nomor 

65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiaman telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 



(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 

129); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2022 Nomor 4); 

14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 

Nomor 26); 

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2022 Nomor 65); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 65) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 

sebesar Rp1.107.923.224.126 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus 

dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam 

rupiah), yang bersumber dari: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 9 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.091.222.050.906 

(satu triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta lima 

puluh ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 



3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 20 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 

c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta 

rupiah). 

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 23 

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebesar Rp11.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus 

tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar 

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar 

Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh 

puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). 

 

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 24 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (2) sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas: 

a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan 

b. penghematan belanja. 

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 

antar Daerah sebesar Rp1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta rupiah). 

(3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar 

Rp3.970.000.000 (lima miliar rupiah).  

(4) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana 

dimaksud Pasal 23 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga 

Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas 

miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua 

puluh rupiah). 

(5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman 

dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang 

sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus 

tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). 

 

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 25 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 



1. Lampiran I   Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 26 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

 

   Ditetapkan di Watansoppeng 

  pada tanggal  27 Februari 2023 

 
 BUPATI SOPPENG,        

 

ttd 

 

A. KASWADI RAZAK 
 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal  27 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 

 

ttd 

 

A. TENRI SESSU 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 66 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 MUSRIADI, SH.MM 
 


